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PHRATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR  45/PMK. 032009

TENTANG

TATA CARA PENGAWASAN, PENGADMINISTRASIAN, PAMBAYARAN, SERTA PELUNASAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN/ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
ATAS PENGELUARAN DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAX
DAN/ATALI JASA KENA PAJAK DARI KAWASAN BEBAS KE TEMPAT LAIN
DALAM DAERAH PABEAN DAN PEMASUKAN DAN/ATAU PENYERAHAN

Mengingat

BARANG KENA PAJAK DAN/ATAUJASA KENA PAJAK DARI
TEMPAT LAIN DALAM DABRAH PABEAN KE KAWASAN PEBAS

| MENTERI KEUANGAN,

bahwa untuk melaksanakan keterhtan Pasal 14 ayat {4), Pasal 15 ayat (4}, dan Pasal
23 ayat (B) Peraturan Pemesintah Nowmor 2 Tahun 2008 tentang Perlakuan
Kepabeanan, Perpajpkan, dan Cukai serta Pengawagan atas Pemasukan dan
Pengeluaran Pareng ke dan dari serta Berada di Kawasan yang Telah Ditunjuk
Schagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengawasaq, Pengadministrasian,
Petnbayaran, Sexta Pelunasan Pajak Pertambaehan Nifai dany/atan Pajak Penjualan
Atas Barang Mewah Atas Pengeluaran danfatau Penyerzhan. Barang Kena Pajak
dan/ataun Tasa Kena Pajak Dari Fawasan Bebas Ke Tempat Lain Dalam Daerah
Pabean Dan Pemasukan den/etau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa
¥ena Pajak Dari Tempat Lain Dalam Daergh Pabean Ke Kawasan Bebas;

1. Undang-Undang Momor & Tahun 1983 fentang Ketentuan Umapn dan Tata Cara
Perpajakan (Lembarzn Megara Republik Indonesia Tahuo 1983 Nomor 4%,
Tambahasn Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengen Undang-Undang Momor 28 Tahun
2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan
Lembaran Negam Republik indonesia Nomeor 4740);

2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 5933 tenkang Fajak Pertambahan Nilai Barang
dan Jasa dan Fajak Penjualan Atas Barang Mewsh (Lembaran Negara Republik
Indonesla Tshun 1583 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3264) kebagaimana telsh beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Utlang Nowmeor 18 Tahin 2000 {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahur 2000 Nomor 125, Tambahan Lﬂnbaxan MNegara Republik Indonesia
iNomor 3936};

3 Upndang-Undang Noer 36 Tahun 2000 tentang Penectapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomaor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan
Pardagangsn Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang {Lembaran
Negara Republik Indonesls Tahun 2000 Nowmor 251, Tembahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4063} sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 (Lembasan Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan bLembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4775);
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Menetapkan :

REPUBLIS MDOHESEA ; ’

-4, Peraturan Pemerintah Neomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanasn Undang-
Undang Nomor B Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa
dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimara telah beberapa kali diubah
kerakhir Dengan Undang-Undang Nomoe 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tabun 2000 Momor 259, Tambahan Lembaran Negara

ik Indonesda Nomor 4061) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 302 [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Momor 49, Tambahan Eembaran Wegara Republik Indonesia Momor 4199);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perlakuan Kepabeanan,
j Ban Cukad Serla Pengawasan Atan Pemarukan Dan Pengeluazan
Barang ¥e Dan Dari Serta Berada Di Kawasan Yang Telsh Dilunjuk Sebagai
Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabnthan Bebas (Lembaren Negara Republik
Indonesia Tahgn 2008 Nomet 1b, Tambahan Lembaran Megara Republik
Indonesia Nomor 4973);
. Keputusan Presidens Nomor 20/P Tahun 2005;

MEMUTUSKAN:

FERATURAN MENTERI KEUANMGAN TENTANG TATA CARA PENGAWASAN,
FENGADMINISTRASIAN, PEMBAYARAN, SHRTA FPELUNASAN PAJAK
FERTAMBAHAN NILAT DANJATAU PAJAX PENJUPALAN ATAS BARANG
MEWAH ATAS PENGELUARAN DAN/ATALU FENYERAHAN BARAMG KENA
PAJAK DANJATAL JASA KENA PAJAK DARI KAWASAN BEBAS KB TEMPAT
LATN DALAM DABRAH PAREAM DAN PEMASUKAN DANSATAU
FEMYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/SATAU JASA KEMNA PAJAK DARI
TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE KAWASAN BEBAS,

Paszall

Palam Peraturan Menterd Keuangan ind yang dimakend dengan:

1. Kawusan Perdagangan Bebas dan Pefabuhan Bebas, yang selanjutnya disebut
sebapal Kawasan Bebas, adnlah snatu kawasan yang berada dalam wilayah
fuikam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dar Daerah Pabean
sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilal, Pajzk
Penjualan atas Barang Mewah, dancukal

2 Tempat Laln Dalam Daemh Pabean edalah Daerah Pabean selain Kawasan
Bebaa dan Tempat Penimbunan Berikat.

Orang adalah orang perseotatigan atau badan hukum,

Endorsement adalah pernyataan mengetahul darl pejabat/ pegawai Direktorat
Jenderal Pajak atas pemasuken Barang Kema Pajuk darl Tempat Lain Dalam
Dagcrah Pabean ke Kawasan Bebas, berdasarkan penelitfan [ormal atas dokumen

yang terkait dengun pemasuken Barang Kena Pajak tersebut.
Pasal 2

-

(1) Barang ¥ena Pajak yang dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke Tempat Lain
Dalam Daecah Pabean terutang Pajak Pertatabahan Nilat.

-3.
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Dalarm hal Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud pads ayat (1) merupakan
Barang Kena Pajak yang tezpolong méwah, atas pengeluaran Barang Kena Pajak
dimaksud terutang Pajak Pertambahan Milal dan Pajak Penjualan alas Barang
dMewakh. .
Saat terutang pajak schegaimans dimakpud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah
pada saat Barang Kena Pajak dikeluarkan dard Kawasan Bebas.
Dasar Pengenaan Pejak atas Pajak Pertambahan Nilai yang ferutang
gebagnimana dimaksud pada ayat (1) dan Pajak Penjuslan atas Barang Mewah
yang terutang sepagaimana dimakeud pada ayat {2) adalah:
a. Harga Jnal; ateu

b. Hargs Pasar Wajar dalam hal penyarahan antar cabang, penyerahan dari
kantor pusat ke cabang atau sebafiknya, atan pemberian cuma-citma.

Pajk Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan  Pajak

Penjuslan atas Barang Mewah sehagaimena dimaksud pada ayat (2} yang

femiang harus dipungut dan disetor ke kas negam oleh Orang yang

mengeluarkan Barang Kena Pajak melaiui kantor pos atau bank persepsi yang

dég;z;;uk oleh Menteri Kenangan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak

Surst Setoran Pejek (S5P) schagaimana dimaksud pada ayat (5) diisi dengan
car: :

" a Pada kolom nama dan kotom Nomer Pokok Waiih Pajak diisi dengan nama

dan Nomor Pokak Wik Pajak Orang yang menerima Barang Kena Pajak;

b. Pada kolom Wajib Pajak/penyetor dicantumbkan juga nama dan Nomor

Pokok Wejib Pajak Orang yang mengeluarkan Barang Kena Fajak.
Penyetoran Pajak Pertambohan Milai yang terutang sebagaimana dimakaud
pada ayat (1) dan- Pajak Penjualan atay Barang Mewah sebagaimana dimaksud
pada ayet (2) dilakukan paling lama pads seat Barang Kena Pajak terzebrut
dikeluarkan dari Kawazan Bebaa. .
Surat Setorun Pajak (58F) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang dilampiri
dengan inoeie dan pemberitthuan pabean merupakan dokumen yang
dipersamakan dengan Fakur Pajak Standar,
Pajpk Pertambahan Nilai yang telah dibayar dengan menggunakan Surat
Seloran Pajak (S5F) yang dilampifi dengan inorice dan pemberitahuan psbean
sebagaimana dlmaksud pada ayat (8), merupakan Pajak Masvkan yang dapat
dikreditkan oleh Fengusahn Kenn Pajak yang menerima Barang Kena Pajak
sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

Pasald

Barang Kena Pajak dapat dikeluarkan deri Kawasan Bebas ke Tempat Lain

[ralam Daersh Pabean apabila telah dipenuhi kewajiban pabean sebagalmana

diatur dalam pevaturan perindang-undangas di bidang kepabeanan,

Termasuk dalam penerwthan kewsjiban pabean sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) adalsh penyamipaian permberitdhuan pabean yang dilampirl dengan:

A, inpoie atan fakiur perjualan atau dokuoven penyerahan barang dalam hat
tertentu; dan

b. Surat Setoran Pajak (S5F) setrgalmana dimaksud dalom Pasad 2 sy es {5).

3.
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{6)

Penyerahan barang dalam hal tertentu ﬂba.ga!n‘ua.na dimaksud pada ayat {2)
buruf a melipoti:

a. peryerahan antar cabang;
b, penyerahan dari kantor pusat ke m]xmg alaa seba]ikn]ra, atan
€, pemberian cuma-cuma.

Pasal 4

Penyerahan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari
Kawasan Bebas 'ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabein atau ke Tempat
FPenimbunan Berikat kerutang Pajak Pertamfahan Nilai.

Saat terutang Fajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimalksud pada ayatl (1)
adalah pada saat dimukinya pemanfaatan Barang Kena Pajk Tidak Berwujud
dan/fateu Jasa Kena Pajak diTempnt Lain Dalam Daerah Pabean atan di Tempat
Penimbunan Berikat . -

Saat dinmlainya pemanfasten Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau
Jasa Kena Pajak dari Kawasan Bebas scbagaimana dimaksud pada ayat (2)
adaleh pada waktu dikelhui terfadi lebih l.‘lahulu dari perisiwa-peristiwa
sebagai bérikut:

a saat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau fasa Kena Pajak tersetnt
secara nyata digunakan oleh pihak yamg memanfaatkannya;

b. saat harga perolchan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud danfatau nilai
penggantian Jasa Kena Pajak tersebut dinyatakan sebagai utang oleh pihak
yang memanfaalkannys; © .

<. smat harga jual Bamang Kena Pajak Tidek Berwujud danfatau nilai
penggantian Jass Xena Fajgk tersobub  ditagih oleh pihak  yang
menyerahkannya; ataa

d, paat harga perolehan Barang Kena Pajak Tidak Berwijud dan/atan nilai
penggantian fasa Kena Pajak tersebut dibayer, baik sebagian akw

seluruhnya ofeh pihak yang memanfaatkanmya.

Dalam hal wakbu dari peristiwa-perisliwa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
tidak diketshul, saat dimulainya pemanfaatan Bareng Kena Pajak Tidak
Berwujud dan/alau Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksnd pada ayat {2)
adalah tanggal ditandwtanganinya kentrak,

Dasar Pengensan Pajak ates Pejak Pertambahan Nilal yang terutang
sebagrimana dimakesud pada ayat (1) adalah sebesar Harga Junl Barang Kena
Pajak Tidak Berwujud dan/ates Milai Penggantian Jasa Kena Pajak.

Pajak Pertambahan Niai yang terutang sebagalmans dimaksud pada ayat (1)
dipungut oleh Qrang yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
dan/atau Jasa Kena Pajak dl Tempat Lain Eralam Daerak Pabean atan di Tempat
Penimbunan Berlkat pada saat dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak
Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat {3)
atau myat {4).

Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut sebagaimana dimaksud pada
ayat (6}, disctor ke kas negara olch Orang yang memanfaatkan Barang Kena

Pajak Tidak Bervrujud dan/atau Jasa Kena Fajak di Tempat Lain Dalam Daerah
Pabenon obtau o) Tempat Pondmbunen Bexdknt, melnlul kanby: pos ataa bank

persepsi yang ditlunjuk oleh Menteri Kevangan, dengan menggunakan Surat
-4
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Setoran Pajak (55F) paling lama pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah baulan
terjadinya permmguban.
{8) Surat Setaran Pajak (S5F) sebapaimana dimaksud pada ayat (7} yang difampiri

denpgan irpoice atau kontrak merupakan dekumen yang dipersamakan dengan
Faktur Pajalc

(%) Dalam hal Orang yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
danfatau Jasa FKena Pajak merupakan Pengusaha Kena Fajak, Pajak
Pertambahan Milai yang disetorksn dengan menggunakan Surat Setoran Pajak
(557} yang dilampiri dengan inpoice atau kontrak schagaimana dimaksud pada
ayat (8] merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sesusi peraturan
perundanpundangan i bidang perpajakan dan dilaporkan -dalam Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pada Maza Pajak yang sama
dengan bulan penyetoran

{10) Dalam ha! Orang yang memanfaatken Barang Kena Pajak Tidak Berwuojod
dan/atau Jasa Kena Pajak bukan merupakan Pengusaha Kena Pajak, Pajak
Pertambahan Nilad yang disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (7} dengan
menggunakan SSP lembar ke-3 wajib dilaporkan paling lama pada tanggal 20
pada bulan yang sama dengan bulan penyetoran ke Kanter Pefayanan Fajak
yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Orang
tersebul. )

Pasal &

Tata cara penghitungan Pajak Pertambahan MNilzi atau Pejak Pertambsahan Nilai dan
Pajak Perjualan atas Barang Mewah dan pemenuhan kewajiban perpajakan atas
pengeluaran Barang Kena Pajak schageimana dimaksud dalam Pasal 2 dan/atan
penyerahan Barang Kena Pajak Tidak Perwujud danfatau Jasa Kena Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dari Kawasan Bebas ke Tempat Lain Dalam
Daerah Pabean adalah sebagaimana ditelapkan dalam Eampiran [ Peraturon Menteri
Kevangan ini, yang enerupakan bagian Gdak terpisahkan dari Perateran Menter
Kevangan int.

Pasal 6

{1} Pemasukan Barang Kenn Pajak dari Tempat Lain Dalani Dacrah Pabean atau

dani Tempat Pendmbunan Berikat ke Kawasan Bebay melalui pelabizhan atau

- bandar udara yang ditunjuk, Hdak dipungut Fajak Pertambahan Nifai atau
Pajak Pertambabian Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

(2} Penyerahan Barang Kena Fajak Tidak Berwujud danfatan [asa Kena Pajak dari
Tempat Lain Daerahi Pabean atau dari Tempat Penlmbunan Berikat ke
Kawasan Bebas, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 7

(1) Atas pemasuken sebagaimana dimaksitd dalam Pasal & ayat {1} wajib
difnmatkany Pakiue Pajak Standar sesual peraturzn perundang-undangan
bidang perpajakan.

{?) Saat pembuatan Faktur Pajak Slandar sebapaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah paling lama pads $aat pengirician Barang Kena Pajak ke Kawasan
Debas.
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Alar Bamang
Kawasan Bebas sejak berlakunya Peraturan Mentesi Keuangan ini, fidak dapat

Alag penyerahan Barang, Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atu Jasa Kena Pajak
sebagalmann dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2} wajib dibuatkan Faktur Pajak
Standar sesusl peraturan perwidang-undangan di bidang perpajakan.

Faktur Pajak Standar sebagaimana dimaksud pads ayat {t) dan ayat (3} harus
diberi cap “PPN TIDAK DIPFUNGUT BERDASARKAN PP NOMOR 2 TAHUN
009" aleh Pengusaha Kena Pajak yang melaknikan penyerahan.

Pasal &

Fazilitas Pajak Pertamixhan Nilaj atas Pejak Pertambahan Nilai dan Fajak
Penjualan atas Barang, Mewah tidak dipungut scbagaimana dimaksud dalas
Pasal § ayat (1} diberikan apabila Barang Kena I'ajak Berwujud tersebut benar-
benar telah masuk di Kawasan Bebas yang dibnktikan dengan dokamen yang,
telah diberikan Endorsement oleh pejabat/ pegawai Direktorat Jenderal Pajak.

Dokumen yang harus disampaikan dalam rangka Endorserment sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} adalah pemberitahuan pabean yang telah didaftarkan
pada kantor pabean, yang dilampiri dengan: ’

a. fotokopl Faktur Pajak Standar (lembar pembeli);

b. fotokopi Bill of Lading atau Airway Bilf; dan -

£, folokapi invoice.

Penyampaian lampiran dokwnen sehagaimana dimaksud pada ayat (2} harys -
disertai dengan menumjukkan dokumen aslinys.

Dalam hal pengurasan pemberitshuan pabean dilakukan oleh pengussha
pengurusan jasz kepabeanan, dokwmnen yang hams disampaikan dalam rangka
Endarsement sebagaimana dimaksud pads ayat £2) harug dilampic dengan
surat kuasa dari pengusaha yang melakukan pemnasukan barang ke Xawasan
Bebas.

Dalam hal pemberitahuan pabean tidak sesuai dengan dokumen-dokumen
yang harg dilampirkan dalam: rangka Endorsement, Batang Kena Pajak tetap
dapat dikeluarkan dasi pelabuhan/bandar udara yang ditumjuk dan atas
pemasukan Barang Kema Pajak dak dapat diberikan fasilitas Pajak
Pertambahan Nilal atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pzjak Penjualan atas
Barang Mewah tdak dipungut, |
Tata cara Ewdoreement oleh pejabat/pegawal Ditekiomat Jenderal Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) edelah schagaimana dltetapkan dalam
Lampiran [l Peraturan Menteri Keuangan inj, yang merupakan baglan tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan inl

Penugasan pejabat/pegawil Direktorat Jendera! Pajak dalam rangka
melakukan Endorsrment sebagalmana dimaksud pada ayat (1} di kantor pabean
ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kevangan

Pasal 9

Eena Pajak dan/atay Jasa Kena Pajak yang dilakukan ds

diterbitkan Faktuz Pajak.
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Pasai 1

Ketentuan Tebih Jarjat mengenal pencabatan pengukuhan Pengnsaha Kena Pajak di

Kawasan Bebas yang telah dikukuhkan sebagai Fengusaha Kena Pajak sebelum

beﬂahmyn?enhmantmiKeumgmhﬁdiamdmgaanhmnDimhur

Jfenderal Pajak.

" Pazal Tl

Pada sast Peraturan Menteri Keuangan ini mutai berlaka:

1, Kepumsan Menteri Kevangan Nomor 583/ KME.D/ 2003 teniang Pelaksanaan
Perlakuan Psjak Pertambahan Nilai dan Prjak Penjualan atas Barang Mewah TH

2 Kepuhmm Menteri Keuangan Nomor 393/KMK03/2004 tentang Pexlakuan
Pajak Pertambshan Nifal, Pejak Penjualan atas Barang Mewah dan Bea-Masuk,
i Kaviasen Berlkat (Bonded Zone) Daerah Industr Pulau Batam,

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/ PMIC3/2005 tentang Pedakuan Pajak
Pertambahan Nilal, Peak Penjunlan atas Barang Mewsh dan Bea Masuk, di
Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industed Palau Bakiny )

4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK00/2005 wentang Perlakuan

Perpajaken dan Kepabeanan Dalam Rangkas Proyek lengembangan Pulan
* Binkan dan Pulau Karfmun ssbagaimana [elah divbah dengah Peraturan Menteri
Keusngan Nomeor 02/ PME_011,/ 2009, ’ .

dicalrut dan dinyatekan tidak belaku.-
Paszal 12
Peraturan Meriteri Keuangan tnl ind orulal berlaku pada tanggal 1 April 2008,

Agar setiap orang mengetakuliya, memerintahkan pengumuman Peraturan Manteri
¥euangan Ind dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indenesia,

. Ditetapkan di Jakarta
padatanggel 5 Maret 2H9

MENTER] KEUANGAN

l.td. ) -

SRI MULYANI INDRAWALT



LAMPIR AN 3
FERATURAH MENTERL ¥ETANGAN ROMODSN S 1
MY R TEWIAMNGC TATA  CARA
. FENGAWASAMN, FERGADMINISTRASIAM,
PEMWATARAN. SERTA  PELUHASAH  FAJAE
- FERTAMBAHANM NILAI DAMFATAN  PAJAK
© PENJUALAN  ATAS BARANG MWEWAH ATAS
TRHICELUARAN DAMTATAL  PENTERAHAM
RARANC KEHA PATAY DAHFATAL TASA KEMA
FAIAK. BART FAWASAH FERAS KE TEMPAT LAIN
DALAEL DAERAN FABFAM DAN PERLASUIEAM
DAH‘;&T&U FERYERAHAN BARANG KEMA FPAIAX
DAM]ATAUTASA KFHA PALAK DA TEMF AT LATH
DALAM DAEEAH FABEAN KX KAWASAH ERBAS

TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAX PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN
PERPAJAKAN ATAS PENGHELUARAN BARANG KENA PAJAK (BKP) DAN/ATAD
PENYERAHAN BKF TIDAK BERWUJUD DAN/ATAU JASA KENA PAJAK {JKF}

DARI KAWASAN BEBAS KE TBMPAT LAIN DALAM DAFRAH PABEAN

L UMUM
4. Atas pengeluaran BEF darl Kawasan Bebas ke Tempat Lain Dalam Daermh Pabean (TLDDF)
terutang Pajak Pertambahan tlal atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Perjialan Atas
Barang Mewah oleh Orang yang mengeluarkan BKP.
b. Atz penyershan BXF Tidak Berwujud danfatay JEP dari Kawasean Bebas ke Tempat Lain

Dalam Daerah Pebesm atau ke Tempat Puum]:-unan Berikat dikenakan Pajak Pertambahan
Hilai,

¢. Dasar Pengenaan Pajak untuk menghilung Fajak Pertambahan Nilsi atau Pajak Pertambahan
Nilal dan Pajak Penjuslan atas Barang Mewah yang terutang adalah:
- Harga Juat unhuk pengeluaran BRKP Berwufud dan BKP Tidak Bersrujud;
- Nilai Penggantian untuk penyarahan Jasa Kena Pajak;

-  Harga Pasar Whajar dalam hal penyerahan BKP antar cabang, penyerahan BKF dari kantor '
pusat ke cabang atan sebaliknya, atau pemberian coma-cuma BEP.

d. Saat terubsngnya Iajak Pertambehan Nﬂai atru Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Perjualan
atas Barang Mewnh adalah:

-  pada saat BKP dikeluarkan dani Kawasan Bebas;

- pada saat dimunlainya pemanfaatan Barang Kéna Pajak Tidak Benvujud dan/fatau Jasa
Kena Pajak di Tempat Lain Dalam Daerah Fabean atau di Tempat Pendmbunan Berikat

{TPB).

e. Pajak Pertarnbshan Nilai atau Pejak Perfambahan Nial dan Fajak Fenjualan atas Barang
Mewah yang terutang atas pengelizaran BKP dari Kawasan Bebas harus d.lpl.mgut den disefor
cleh Orang yang mengeluarkan BKP melafui kanlor pos ataw bank persepsi yang ditunjuk
cleh Manterl Keuangan, detygan mengpunakan Surat Setoran Pajak (S57).

f. Pajak Pertambahan Milal yang temtang atas penyershan BKP Tidak Berwujud atau JKP dari-
Kowasan Bebap ke TLDDP atau Tempat Penimbunan Berikat (TFB} dipungut dan disetor ke
kas negam olch Orang yang memanfaatkan BEKP Tidak Berwarjod atau JKF 4i TLDDE akau
Tempat Penimburnan Berikat (TFB) melalui kanlor pos atay bank persepsi yang ditunjuk oleh
Menteri Kevangan, dengan mengpunakan Surat Seforan Pajak (357,

g. Saat penyetoran Pajak Pertambahan Nilai afau Pajak Pestambahan Nilai dan Pajak Penjualan
atas Barang Mewah yang teruhmg;

- paling lama pada saat BKP dikeluarkan dari Kawasan Bebas;
- paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah bulan terjadinya
pemumgutin
O CONTOH PENGHITUNGAN PAJAK FERTAMBAIIAN HNILAT ATAU PAJAK
FERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK FEMJUALAN ATAS BARANG MEWAH:

a. Pengeluaran BKP dari Kawazan Bebas ke TLDDFP
1)} Barang asal Luar Lraerah Fabean



e

2)

FT A (pengusaha di Kawasan Bebas) memasukkan 10 unit TV plasma (termasuk BKP
yang tergolong mewah dengan tarif 10%) dari Luar Daerah Fabean yang kemudian
dijunl selarchnya kepada PT B (pengusaha di TLDDF) dengan harga jual per unit & Rp
6.000.000,00. Pengiriman barang dilakukan melalui pelatiihan Sekapang Batem kepada
PT B {pengusaha di TLDDF) tanggal 25 April 2009,

Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai atau Pejak Pertambahan Nilai dan Pajak
Perjualan akzs Barang Mewah yang terutang dan kelentuan perpejakan ‘atas
pengeluaran BKP tersebut adalsh sebagai berikut :

- DasarPengeraanPajak (10X 6.000.000,00) Ep. 60.000.000,00
- FFN yang terutang (10% X FF) Ep. 6.000.000,00
- PPrEMysngtertang  {10% X DPF) Rp. 600000000 -

- PT. A [orang yang mengeluarkan barang) memungut dan menyetor Pajak
Pertambahan Nilai ataw Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (35F):

- Pemungulan dim penyetoran Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilas
dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah paling lama tanggal 25 April 269;

- SuratSetoran Pajak (S5P) diisi dengan cara: '
= pada kolom nama dan kolom NMPWP diisi derigan nama dan NFWP PT B; .
= pada kolom Wajib Pajak/penyetor selain dicantumkan nama penyolor, juga

dicantumkan nama dan MPWF T A.

- Pajak Pertambehan Nilai yang dibayar atss pengehuaran TV plama tersebut
merupakan Paja¥% Masukan yang dapat dilreditkan oleh PT B sesuai dengan
ketentusn persturan pernmdang-andangan di bidang perpajakan.

Barang asal Kawasan Bebas

FT A (pengusaha dl Kawnsan Bebas} memasukkan komponen TV dari Luar Daerah
Pabean. Kemudian PTA merakit komponen TV tersebut dengan menambahkan
komponen fokal sehingga menjadi TV plasma sebanyak 10 unit dengan merek TV
TRBOMNY™ {wrmaruk BKP yang tergolong mewsh dengan tarif 10%). Selanjulnya FT A
menjual seluruh tnit TV plasma tersebut kepada PT C (pengusaha dl TLDDF) dengan
hazga jusl per unit & Rp 5.000.000,00. Pengitiman barang dilakukan melahui pelaluhan

- Batu Ampar Batam tanggal 25 Maret 2000

Penghitungan Pejak Pertanibahan Nilai atew Pejak Pertambshan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah yang terutang dan ketenhuan perpajakan  atas
pergeluaran BKP tersabut adatzh sebapai berikut :

- Dasar Pengenaan Pajak (20 X 5.000.000,00) Rp 50.000.000.00

- PPN yang terutang {10% X DFF} Rp 5.000.000,00

- FPnBM yang terutang (10% X DFF} _ Rp 5.000.000.00

- PT A [Orang yang mengeluaskan barang) memungut dan menyetor FPN den
FPnBM yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (58P

- Pemungutan dan peryetoran Pafak Pertambahan Nilal atau Pajak Pertambahan Milai
dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang {oleh FT.A) paling lama pada

25 Maret 2009;
- Surat Setoran Pejak {551 diisi dengan cara:
. padukn!mmmdankﬂlomNHWdﬁﬂdmgmmmdan NPWE PT C;
s pada kolom Wajib Pajak/penyetor selain dicantumkan nama penyetor, juga
dicanhimken nama dan NPWP PT A.

- Pajak Pertambshan Nilal yang dibayar ataws pengeluaran TY tersebut merupaken
Pajak Masukan yang dapat dll:m::ltlkm olch P C ie=ual dengen ketentvan
peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

e



3) Barang asal TLDDP

FT A {pengusaha di Kawasan Bebas) membeli 10 unit TV plasma (termasuk BKFP yang
tergolong mewzh dengan tarif 10%) darl PT X di Jakarta dengan Harga per unit Rp
4.000.000.00. Kemudizn PT. A merjual sefurvhinya kepada PT Y di Medan dengan harga
jual per unit @Rp5.000000,00. Pengirimayy barang dilakukan mefalui pelabahan
Sekupang Batam tanggal 25 April 2009,

Penghitengan Pajak Pertambahan ilat atan Pajak Pemmhahan Nilai dan Pajak Penjualan
atay Barang Mewah yang ferutang den ketentuan perpajakan atas pengeluaran BKP
tersebut adalah sebagat berikut:

Dasar Pengenaan Pajak (10 X 5.000.000,00) Ry 50.000.000,00

PPN yang terutang (10% X DFP} Rp 5.000.000,00

PPnBM yang terutang {10% X DPP) Ry 5.000.000,00

FT A (Orng yang mengeluatkan berang) menmmgut den menyetor Pajak

Pertambahan HNilai alav Pajak Pertambahan Milai dan Pajzk Penfualan atas Barang

Mewah yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (S5P));

- Pemunguizn dan penypetoran Pajak Pertambehar Nilai atan Psjak Pertambahan N11=u
dan Pajak Perjualan atas Barang Mewah yang teratang (oleh FT. A) paling lama pada
tanggal 25 April 2009;

- Surat Setoran Pajak {S5F) diisi dengan cara;

»  pada kolem ramn dankulomNPW?dm:dmgannamadanN[’WPFrT
= pada kolom Wajib Pajak/penyetor selajin dicantumkan nama penyetor, juga
dicantumkan nama dan NPWP PT A,

- Pajpk Pertambahan Nilai yang dibayar atas pengeluaran TV plasma icrsetnut
mepipakan Pajek Masukan yang deapat dikredltkan oleh PTY sesuat dengen ketenbuan

petaturan perundang-undangan di bidang perpajakan. .

| I DR |

b. Peryerahan BEP Tidak Berwujud

FTX(pengumhad:Kawasmﬂehas}pmuhknmmkd&gmgBAT&hﬂﬁ menandatangant
kentrak penggunaan morek BATAMIA dengen PT Y di Jakarta dengan nifai kontrak
penggunaan mevek adalah sebesar RpS00.00000000. PT-Y mulsi menggunakan merek
tersabret pada avwal bulae Juli 2009,

Perghitungan Pajak Pertambahan Nilal yang terutang dan kelenluan perpajakan atas
penyéerahan BKP Tidak Berwujud tersebut adatah sebagad berikut:

~ Dasat Pengenaan Pajak , Rp 500.000.000,00

- PPN yang terutang {10% X DFF) Rp 50.000.000,00

- PPN yang rutang dipungut dan disetor oloh FT Y dengan menggurakan SEP paling
lama tanggal 15 Agushus 2009

«  Surat Setoran Pajak (SSF) pada kolom nama dan kelom NFWE dilst dengan nama dan
NFWPFPTY:

- Pajak Pertambahan Nilal yang dibayar oleh PT ¥ merupakan Pajak Masukan yang dapat
dikreditkan cleéh PT ¥ sesual dengan kebntuan peraturan perundang-undangan i
bidang perpajakan.

Penyerahan JKT

PT A (pengusaha di Kawasan Bebas) melakukan jasa layanan perbaikan purna jual bagi

TV Flasma mezek “BONY”. Pada tanggal 31 Agastus 2002 FT A melakukan jasa

perbaikan kepada tuan Andi {PI-’:F di Medan}. Ates jasa perbalken tersebut tuan Andi
difrenaken Haya RpSt o000,
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Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai yang lerutang atas penyemahen JKP tersebut dan

ketentuan perpajakan sebagai betikut:

- Buasar Pengenaan Pajak Ep 500.000,00

- PPN yang erutang {10% X DPF) Rp 5000000

- PPN yang ferutang dipungut dan disetor oleh Tuan Andi dengan menggunakan sSSP
paling lama tangpal 15 Seplember 2009:

- Surat Setoran Pajak (55F) pade kolom nadma dan kolom NPWP diist dengan nama dan
MNPWP Tuan Andi;

- Pajak Pertambahan Nilaf yang dibayar eleh Tuan Andi mezupakan Pajak Masukan yang
dapat dikreditiom oleh Tuan Andi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang perpajakan.

Penge!uarmBKPdaﬂﬁmtdiKawamBebaskeCBbangdiTLﬂDPamudﬂ:iCabang di

KﬂWumBebqsheChbangdiTLDDFamudaﬁCabangdiKawasan Bebas ke Pusat di

TLDDP

?T.ﬁ[}mgmahadiﬂawhsanﬂebas]memamkhnkommwmﬁluuuamhﬁbean

dengan Nilai Impor Rp 20.000.000,00, Kemudian FT, A merakit komponen TV tersebut

pazar wajar Rp. 30.600,000,00.

Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan, Pajak FPenjuatan
atas Barang Mewsh yang terufang dax ketentuan perpajakan atas pengelnaran BKR tersebul
sebagai berikut - ) ’

- Dasar Pengenaan Fajak - Ep 30.000.000,00
- PPN yang terutang (10% X DPP) Rp  2.000.000,00
- PPn3M yang terutang {10% X DPF} Rp  3.000.000,00

- PT A (orang yang mengafuarkan barang) memungut dan menyetor Pajak Perlagbahan
Nilai stay Pajak Fertambahan Wl dan Pajak Perjualan atas Barang Mewah yang
terutang dengan mengpunakan Surat Setoran Fajak (557);

~ - Permungaian dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai akwy Pajak Pertambahan Milaj
dan Pajak Penfualan atas Barang Mewah yang terutang (oleh T A) paling Iama pada
fanggal 25 Maret 2009;

- Surat Setoran Pajak (SSP) diisi dengan caza: :

. 'p&dakﬂlnmnamadankolnmNPWPtﬁisidengannamndanNPWPFTAmbﬂng
Medang

* pada kolom Wajib Pajak/penyetor sclain dicantumkan nama penyetor, juga
dicanhmlkannamadanNPWPPTAmbangFgatam

- Pajak Pertambahan Milai yang dibayar atas pengeluaran TV terzebut menzpakan Pajak
Masukan yang dapat dikreditkan oleh PT A <ebang Medan sesuai dengan keteniuan

peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

MENTERI KEUANGAN
id.
SRI MULYANI INDTRAVWATIS



FERATURAM MENTER] EENANGAH HOMOR ,23.{
FMEQ 2™ TENTAMG TATA CARA FENGAW,
TENGADMINNTEASAR.  FRMBAVARAM,  SINTa
FELIHASAH  FATAK  PERTAMBAMAN  [TLAY
TDANSATAU FAIAR FEHTUALAH ATAS BARANG
MERMAH  ATAS FPEACELUASAN DAMFATAL
FENYERAHAM BARANG KEHA FAIAY. DAN/ATAN
mmrmmmwmmnrmm
LAY DALAM DAERAY FAREAH DAM FEMASLAN
DANSATAY PEIEPANAN BARAMG KENA Bajix
CAMIATAU JASA XERA PATAY, DARI TEMPAT LAMN
DALAM DATRAH FAREAH KB KAWASAN BEBAS

»

TATA CABA ENDORSEMENT ATAS PENYERAHAN BﬁRﬁNé EENA PAJAK, BERWUIUD
" DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAT FABRAN KE KEAWASAM BEBAS

A Umum
1, Pajak Fertambahan Nilai atau Pejak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah yang tetutang atas penyerahan Barang Kena Pajak Berwujud dari Tempat Lain Dalam
Dacrah Pabean ke Kawnasan Bebas inendapatkan fasilitas Pajak Perfambahan Milai atan Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut, apabila Ba:ang
Kerua Pajak Berwaud tersebut benar-benar telah masuk dl Kawasan Bebas.

ZPembukﬂanhhwaangKemFa}akEemuudmhutbaw-benarwhhmsukﬂj
Kawasan Bebas adalah dengan menyampaikan dokumen-dokumen sebagaimana- dimaksud
dafam Fassl 8 ayat (2) untuk diberikan Endorsement aleh pejabat/ pegawai Direktorat Jenderal

- Pajak yang ditempatkan di kantor pabean.
3. Dokumen yang hanus disampaiken dalam rangka Endorsement oleh pejabatfpetugas
Direktorat Jenderal Pajak adalah Pemberitshuan pabean (FP FTZ-02) yang telah didafearkan
pada kantor pabean, yang dilampiri dengan:
a. Poto kopi Faktur Pajak Standar (lembar pembeli};
b. Foto kopl Bill of Lading atay Airivay Bill; den
c. Foto kopi Faktuy Penjualan atau favvice,

dengan merumjukkan dekumen-dokuemen aslinga,

B. Thata Cara Endorsement

1. Dokumer-dokumen sebagaimana dimakiad pm'.ta huruf A anghka 3 di atas ﬂ.lsa.mpn.lkan ke
pejabat/ pegawai Dizektorat Jenderal Pajak yang ditempathkan di kanlor pabean.

2  Pejabat/ pegawal Direkiorat Jenderal Pajak mwelakukan Endorsement donpgan cara:
a. Meneliti dokumen-dokumen yang disampafkan;
b. Memastikan bahwa date dalam B of Lading ateu Afroay Bill, invoine, Faktur Pajak dan
manifes! belah sesuai dengan data dalam pemberitahian pabean;
: ¢ Dalam hal data dalam Bl of Lading afau Airwey Bitl, inveice, Faktur Pajak dan manifest
— telah sesuei  dengan datm  dalam pembmhhum pabean, pejabat/pegawai
membuiuhkan cap dan tmda tangan pada pembezitehun pabean sebagai berikut:

CATATAN DITTEN PATAK
DAPAT DIBERIKAN “FASILITAS PPN TIDAK, DIPUNGUT”

......................... , {tanggal, bulan, tahum)
Memgetahul,
Pejabat/ Pegawal DJF

MNama
| NIP

d. Datax hal data dalam BAY of Ladfug st Alrtocy BAlL inoeice, Faktur Pejak dan manifest
idak sesuwai dengan data dalam pemberitahuan pabean, maka pejabat/pegawai
mE:I:I'I.]Hl'hu]'ikﬂ.ﬂ cap dan tanda tangan pada pemberihian pabean schagai berikub



CATATAN DITJEN PAJAK:
DATA TIDAX SBSUAL TIDAK DAPAT Dmmmm ~FASHLITAS
PEN TIDAK DIPUNGUT

............... evens 5 (teniggal, brslan, tahnun)

Mengetahul,
Pejabat/ Pegawai DJP

Mama
NIP

3. Proses Endorsement pemberitahuan pabesn dilakukan paling lama 1 (satu} hari keqa sefak
dokumen-dokuimen sebagaimana dimaksud delam Pasal 8 syat (2) diterima oleh
pejabat/pegawal Direktorat Jenderal Pajak yang ditempatian di kantor pabean yang
wilayah kerjanya meliputi pelatuhan abvu bandar udara yang diterk.

4. Lembar ked Pemberitahuan pabean yang telah diberikan Endorsement dan dokumen-
dokwmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat {2] ‘diadministrasikan di Kentor
Pelayanon Pajak di Kawasan Delas,

MENTERI KEGANGAN
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